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ABSTRACT

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan motif child grooming.
Kasus child grooming di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
mencapai 859 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penanggulangan tindak pidana child
grooming melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menghasilkan bahwa pengaturan hukum bagi pelaku
pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) tidak dapat dijerat dengan pasal 76E UU perlindungan
anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul ini merupakan segala
perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik dan juga dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur
penyalahgunaan media sosial. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih
tepat yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap
anak di media sosial (child grooming) khususnya dalam UU perlindungan anak.
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PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia terus mengalami perubahan dari berbagai aspek, baik yang berdampak
positif maupun yang berdampak negatif dalam kehidupan manusia (Fauzia & Hamdani, 2021: 58).
Adapaun bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia adalah, kehadiran teknologi khususnya
penggunaan internet dalam berkomunikasi yang dapat digunakan dan diakses oleh siapa saja
(Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Kemajuan ini tentu memiliki sisi positif dan negative
(Suendra dan Mulyawati, 2020: 118). Dari sisi positif, kehadiran internet dapat menghubungkan
antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa perlu bertatap muka dan dengan adanya
internet tersebut komunikasi antar manusia tidak lagi terhalang oleh jarak. Sedangkan dari sisi negatif,
kehadiran internet turut menyumbang munculnya berbagai kejahatan dengan berbagai macam modus
yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini.

Dari kedua dampak kemajuan teknologi, tentu
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memanfaatkan kemajuan teknologi adalah pelecehan seksual terhadap anak (Harrison, 2015: 34).

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan
motif child grooming (Mansur dan Gultom, 2005: 88). Berdasarkan definisi dari lembaga
internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau National Society
for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), child grooming bisa diartikan sebagai sebuah
upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan
emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi,
dan melecehkan mereka (Ramadhan, 2020: 14). Proses child grooming ini sering dilakukan melalui
jejaring sosial atau internet dengan modus operandi yakni merayu anak-anak dibawah umur untuk
melakukan video call ataupun melakukan rekaman video yang dimana sang anak diminta untuk
melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual
pelaku. Setelah melakukan perekaman atau video call tersebut pelaku menyebarkan atau lebih
parahnya diperjual belikan kepada orang lain (Suendra dan Mulyawati, 2020: 119).

Adapun jumlah kasus child grooming di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Berdasarkan catatan KPAI tersebut
mencerminkan bahwa pelecehan seksual adalah permasalah genting yang harus segera ditanggulangi
karena masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan selain itu merupakan perbuatan melanggar
hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), bertentangan dengan norma agama dan budaya
masyarakat beradab (Syarif, 2012: 423).

Pengaturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-undang
diantaranya adalah, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan perundang-undang tersebut hanya UU No. 44
Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang memang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku
yang dengan sengaja melibatkan anak dalam kegiatan seksual atau menyebarkan muatan kesusilaan
yang melibatkan anak, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana regulasi
yang ada khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dapat menanggulangi kasus pelecehan seksual terhadap anak secara online (child
grooming), karena pada kenyataannya hingga saat ini masih sering terjadi kasus pelecehan seksual
terhadap anak secara online (child grooming).

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini
berfokus mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam
masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Ishag, 2017: 66). Penulis melakukan penelitian
terhadap regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penganggulangan Tindak Pidana Child Grooming melalui Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Kejahatan seksual terhadap anak telah meningkat dengan menggunakan sistem online. Dilihat dari
pengertiannya, online child sexual exploitation atau dapat juga disebut eksploitasi seksual anak online
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merupakan wujud eksploitasi seksual anak termasuk child groming yang bisa berbentuk desakan,
ataupun manipulasi sebagai penciptaan ataupun menghasilkan konten yang berisi seksual kepada
anak untuk memanfaatkan fasilitas jaringan atau internet (Arifin, 2021). Pada perbuatan eksploitasi
seksual anak secara online, hal yang sangat berarti yaitu pemakaian internet sebagai fasilitas dalam
keberlangsungan eksploitasi seksual kepada anak. Wujud eksploitasi seksual anak secara online ini
salah satunya seperti child grooming.

Child grooming merupakan perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual yang modus
oprandinya telah berkembang karena dilakukan secara virtual atau online melalui media sosial. Dalam
tindak pidana child grooming ini pelaku tidak hanya mengininkan hasil akhir agar korban mau
berhubungan secara langsung tetapi pelaku ingin membangun hubungan dengan korban yang
nantinya akan ditekan secara psikologis agar mau melakukan apa yang perintahakan oleh pelaku
(Suendra dan Mulyawati, 2020: 119).

Merujuk pada tindakan child grooming yang merupakan suatu bentuk tindak pidana seksual yang
dimana tindakan tersebut menjadikan anak di bawah umur sebagai target oleh pelaku tindak pidana
child grooming. Dalam aturan hukum di Indonesia jelas telah diatur mengenai perlindungan hukum
terhadap anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU
Perlindungan Anak). Khusus terhadap tindakan child grooming tentu bertentangan dengan tujuan
dibentuknya UU perlindungan anak. Dalam UU tersebut terdapat satu pasal yang mengatur mengenai
kejahatan seksual yaitu, pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam pasal tersebut masih mengatur secara umum artinya hanya terbatas pada perbuatan cabul,
yang dimana cabul ini menurut kamus hukum adalah, perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan
sesorang yang dianggap merusak kesopanan dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik
(Umar dan Jimmy, 2022). Sedangkan jika dikaitkan dengan tindakan child grooming tentu tidak
memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 76E dan unsur penyalahgunaan media sosial juga tidak
terdapat dalam pasal tersebut. Sehingga berdasarkan uraian pasal tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa ketentuan dalam UU perlindungan anak dirasa tidak dapat menjerat pelaku yang melakukan
tindakan child grooming, dikarenakan tindak pidana child grooming tidak memenuhi unsur pasal 76E
UU perlindungan anak. Hal tersebut tentu berpengaruh pada ketidak efektivan UU perlindungan anak
dalam menanggulangi tindak pidana child grooming yang terjadi dewasa ini.

Lahirnya UU perlindungan anak seharusnya dapat menjawab berbagai permaslahan pelecahan
seksual khususnya yang menjadikan anak sebagai korban, karena anak merupakan subjek hukum
yang keberadaannya harus dilindungi secara khusus (Ramadhan, 2020: 51). Sehingga
penanggulangan tindak pidana child grooming seharusnya menggunakan lex spesialis yaitu UU
perlindungan anak karena Undang-undang ini memiliki kekhususan dibanding dendang Undang-
undang lain, yaitu (Siregar, dkk., 2020):

1. Karena Undang-undang perlindungan anak ini dibuat memang khusus untuk memberikan
perlindungan pada seorang anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

2. Karena Undang-Undang lain hanya memuat mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku
kejahatan, hanya membahas tentang kejahatan saja tanpa mengatur hak anak jika menjadi
korban.

Namun dalam kenyataannya UU perlindungan anak yang seharusnya menjadi lex spesialis
tersebut belum mampu memberikan perlidungan secara jelas terhadap anak yang menjadi korban
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tindak pidana pelecehan seksual secara online (child grooming), sehingga untuk menghukum pelaku
dan memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana child grooming maka aparat
penegak hukum mengambil kebijakan diskresi (Siregar, dkk., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pengaturan
hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) tidak dapat
dijerat dengan pasal 76E UU perlindungan anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada
perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul ini merupakan segala perbuatan yang melanggar
kesusilaan yang berkaitan dengan fisik dan juga dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur
penyalahgunaan media sosial artinya keberlakuannya masih kurang cukup untuk mempertegas delik-
delik dan Klasifikasi mengenai tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan di media
sosial (child groming) oleh karena itu keberlakuan UU perlindungan anak belum efektif dalam
menanggulangi tindak pidana child grooming yang sering terjadi di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yakni,
perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih tepat yang dapat
digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual
terhadap anak di media sosial (child grrooming) khususnya dalam UU perlindungan anak untuk masa
yang akan datang, mengenai perbuatan apa yang seharusnya dapat dianggap sebagai tindak pidana
child grooming, mengenai sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhaap pelaku tindak pidana child
grooming, dan unsur apa yang seharusnya dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana
child grooming.
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